
REALISASI PENDAPATAN PAJAK JATENG CAPAI Rp3,77 TRILIUN
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Isi Berita: 

SEMARANG,  diswayjateng.id  –  Realisasi  pendapatan  pajak  daerah  Provinsi  Jawa 

Tengah  hingga  30  April  2025  mencapai  Rp3,77  triliun.  Jumlah  itu  mengalami  tren 

positif, karena persentasenya sudah sebesar 29,81 persen atau melebihi dari target yang 

ditetapkan sebesar 27,79%. 

Dari jumlah itu terdiri dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) sebesar Rp1,248 triliun, 

Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) sebesar Rp456,650 miliar, Pajak atas 

Penggunaan  Bahan  Bakar  Kendaraan  sebesar  Rp874,209  miliar,,  dan  Pajak  Rokok 

sebesar Rp1,180 triliun.

Gubernur Jawa Tengah, Ahmad Luthfi menegaskan pentingnya kesadaran masyarakat 

dalam membayar  pajak  kendaraan  tepat  waktu.  Ia  mengimbau  agar  warga  tak  lagi 

menunda kewajiban tersebut dengan alasan menunggu program pemutihan.

“Yang ingin memanfaatkan program pemutihan (pajak),   ini saya imbau masyarakat 

untuk segera, karena batas waktunya sampai tanggal 30 (Juni). Ini menjadi tanggung 

jawab masyarakat sebagai wajib pajak,” ujar Luthfi saat Rapat Koordinasi Pengendalian 

Operasi Kegiatan (POK) yang membahas realisasi kinerja APBD Provinsi Jawa Tengah 

Tahun Anggaran 2025, di kantornya pada Rabu, 14 Mei 2025.
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Program  pemutihan  pajak  kendaraan  bermotor  yang  sedang  berlangsung  di  Jawa 

Tengah mencakup pembebasan atau penghapusan tunggakan nilai pokok pajak beserta 

denda yang berlaku.Program ini dimulai sejak 8 April hingga 30 Juni 2025. 

Luthfi  mengimbau agar  ke  depan tidak  ada  lagi  budaya  menunda-nunda  membayar 

pajak sambil menunggu pemutihan.

“(Tahun)  2026  nanti,  (masyarakat)  harus  (taat)  bayar  pajak.  Karena  pemutihan 

seyogyanya kan hanya bagi mereka (kendaraan) yang sudah mati. Pajak itu kewajiban 

yang harus dibayar,” tegasnya

Ia juga menyampaikan proses pengawasan dan penagihan pajak kendaraan bermotor 

akan diperkuat hingga ke level terbawah. Nantinya, tidak hanya pemerintah provinsi 

dan kabupaten/kota yang bergerak, tapi juga pemerintah desa akan dilibatkan secara 

aktif

“Penagihannya  nanti  akan  ikut  dilakukan  juga  oleh  pemerintah  desa,  dalam rangka 

menghadirkan  penerimaan  dari  pajak  kendaraan  bermotor,”  tambahnya.  (Rochman 

Gunawan)
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Catatan :

 Berdasarkan  artikel  tersebut  di  atas  diketahui  bahwa  realisasi  pendapatan  pajak 

daerah Provinsi Jawa Tengah hingga 30 April 2025 mencapai Rp3,77 triliun. Jumlah 

itu mengalami tren positif,  karena persentasenya sudah sebesar 29,81 persen atau 

melebihi dari target yang ditetapkan sebesar 27,79%. 

 Pendapatan Asli Daerah yang selanjutnya disingkat PAD adalah pendapatan Daerah 

yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang 

dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan 

perundang-undangan.1 

1  Undang-Undang Nomor 1  Tahun 2022,  Pasal 1 angka 20
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 Pendapatan Asli Daerah yang (PAD), yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang 

dipungut  berdasarkan  peraturan  daerah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan.  PAD  bertujuan  memberikan  kewenangan  kepada  Pemerintah  Daerah 

untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai 

perwujudan desentralisasi.2  

 Peningkatan pendapatan asli daerah merupakan salah satu modal keberhasilan dalam 

mencapai tujuan pembangunan daerah. Karena PAD menentukan kapasitas daerah 

dalam  menjalankan  fungsi-fungsi  pemerintahan.  Baik  pelayanan  publik  maupun 

pembangunan. Semakin tinggi dan besar rasio PAD terhadap total pendapatan daerah 

memperlihatkan kemandirian dalam rangka membiayai  segala kewajiban terhadap 

pembangunan daerahnya.3

 Sesuai  dengan  Undang-Undang  Nomor  1   Tahun  2022  Tentang  Hubungan 

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah

1. Pasal 1 

a) Angka  20  menyatakan  bahwa  Pendapatan  Asli  Daerah  yang  selanjutnya 

disingkat PAD adalah pendapatan Daerah yang diperoleh dari pajak daerah, 

retribusi, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain 

pendapatan  asli  daerah  yang  sah  sesuai  dengan  peraturan  perundang-

undangan.

b) Angka 21 menyatakan bahwa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut Pajak 

adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau 

badan  yang bersifat  memaksa berdasarkan Undang-Undang,  dengan tidak 

mendapatkan  imbalan  secara  langsung  dan  digunakan  untuk  keperluan 

Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

2. Pasal  4  ayat  (2)  menyatakan  bahwa  Pajak  yang  dipungut  oleh  pemerintah 

kabupaten/kota terdiri atas:

a) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2);

b) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);

c) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT);

d) Pajak Reklame;

e) Pajak Air Tanah (PAT);

f) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan  (MBLB);

g) Pajak Sarang Burung Walet;
2  Kemenkeu,  diakses  dari  :  https://djpk.kemenkeu.go.id/?ufaq=apa-saja-sumber-sumber-pendapatan-

daerah#:~:text=Pendapatan%20Asli%20Daerah%20(PAD)%2C,sesuai%20dengan%20peraturan
%20perundang%2Dundangan, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05

3  jdih.babelprov , diakses dari : https://jdih.babelprov.go.id/strategi-peningkatan-pendapatan-asli-daerah-
tanpa-membebani-masyarakat, pada tanggal 14 November 2022, pukul 08:05
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h) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB); dan

i) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB).

Disclaimer :

Seluruh informasi yang disediakan dalam Catatan Berita ini bertujuan sebagai sarana  

informasi  umum  semata,  tidak  dapat  dianggap  sebagai  nasehat  hukum  maupun  

pendapat suatu instansi
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